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ABSTRAK

Tanah adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia
dimuka bumi. Kewajiban negara dalam, memberikan jaminan agar tanah dapat
dimanfaatkan oleh segenap masyarakat salah satunya' diwgjudkan dengan pemberian
hak atas tanah kepada warga negara. Hak atas tanah yang mengalami perkembangan
yang sangat pesat adalah Hak Guna Usaha. Hal ini disebabkan perkembangan dunia
usaha yang semakin pesat, seiring dengan adanya kebijakan pemerintah
mengembangkan dunia usaha di “agrobismis” dan “agroindustri. Hal ini juga
menimbulkan beberapa permasalahan terhadap tanah yang digunakan dalam dunia
usaha. Seperti sengketa penertiban Tanah Terlantar terhadap Hak Guna Usaha yang
dihaki Perusahaan perkebunan yaitu PT. Agrosari Merapi di Kabupaten Pasaman
Barat melawan Bupati Pasaman Barat. Sengketa ini berawal dari Keputusan Bupati
Pasaman Barat N0.525/1898/BUP-PASBAR tentang Penghentian Operasional PT.
Agrosari Merapi di Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 03 Oktober 2011.
Keputusan Bupati Pasaman Barat tersebut dikeluarkan berdasarkan dugaan bahwa
PT. Agrosari Merapi telah menelantarkan Tanah Hak Guna Usaha seluas 3.160 ha.
Dalam Penelitian ini, penulis merumuskan masalah yaitu 1) Bagaimana proses
penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara dalam Penertiban Tanah Terlantar
Terhadap Hak Guna Usaha-di. Kabupaten Pasaman Barat? 2) Apa kendala yang
timbul dalam proses penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara dalam Penertiban
Tanah Terlantar Terhadap Hak Guna Usaha di Kabupaten Pasaman Barat? metode
penelitian yang digunakan,_dalam penelitian-ini-adalah; metode pendekatan yuridis
sosiologis. Berdasarkan hasil penbelitian dapat dikemukakan bahwa Proses
Penyelesaian Sengketa Penertiban Tanah terlantar terhadap Hak Guna Usaha
diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Padang sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN. Dalam sengketa ini pihak PT. Agrosari
mengajukan dalam gugatannya mengenai pembatalan Surat Keputusan Bupati
Pasaman BaratNomor : 525/1898/BUP-PASBAR/X/2011 Tanggal 03 Oktober 2011
Perihal Penghentian Operasional PT.Agrosari Merapi di Kabupaten Pasaman Barat.
disamping itu tidak terlalu banyak kendala yang dihadapi dalam proses
penyelesaiannya. Hanya saja kendala yang ditemui adalah penundaan jadwal sidang
dikarenakan salah satu pihak tidak hadir sehingga harus dilakukan pemanggilan para
pihak, yang menyebabkan penyelesaian sengketa menjadi tertunda.



